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ABSTRAK 
 
Nama  : Dwi Nanda Wahyuni 
Nim  : 30600112123 
Jurusan : Ilmu Politik 
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan 
Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Berau terhadap implementasi peraturan 
daerah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses fungsi 
pengawasan DPRD di Kabupaten Berau terhadap peraturan daerah Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di 
Kabupaten Berau.  
 Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Cara 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara langsung dan 
dokumentasi terhadap objek penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif yaitu riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara 
berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum. Lalu 
teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan memalalui tiga tahapan, yaitu: 
pengumpulan informasi, reduksi data, dan penyajian data, kemudian sumber data 
yang dugunakan yaitu, 1) Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
secara langsung dari sumber aslinya. 2) Data Sekunder, adalah sumber data penelitian 
yang diperoleh melalui media atau perantara atau secara tidak langsung yang berupa 
buku. 
 Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengawasan DPRD di Kabuparten 
Berau terhadap implementasi perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol menilai bahwa perda tersebut menjadi 
tantangan anggota DPRD di Kabupaten Berau sebagai fungsi pengawasan demi 
kemajuan daerah dan dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengendalian yang 
menyangkut masalah miras tersebut, sehingga penyimpangan atau penyelewengan 
yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan secara efektif. Dan selanjutnya  
mengenai faktor yang mempengaruhi jalannya proses fungsi pengawasan DPRD di 
Kabupaten Berau bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi proses pengawasan 
DPRD adalah sebagai berikut: (1) faktor pendukung, yakni: kerja sama antara aparat 
pemerintah, sosialisasi perda No. 11 Tahun 2010, dan peran masyarakat dalam 
pengawasan minuman beralkohol, (2) adapun faktor penghambatnya, yaitu: 
penghapusan perda No. 11 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan 
minuman beralkohol dan pengawasan DPRD terhadap miras yang belum maksimal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 
didesain sebagai Negara Kesatuan. Karenanya, kedaulatan adalah tunggal atau 
terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian seperti dalam negara 
federal atau serikat, tetapi Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia menurut UUD 1945  
yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 
dalam Perubahan Kedua UUD 1945  tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 18, 
dinyatakan sebagai berikut: 1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tipa propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengann undang-undang, 2). Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota 
mengatur dan mengurus sendri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, 3). Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum, 4) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.1 
                                                           
1 Budiyono, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam 
Rangka Mewujudkan Good Governance, (Lampung: Universitas Lampung, Fakultas Hukum), Fiat 
Justitia Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2013, h. 1-2. 
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Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, 
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan 
kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah 
secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka 
pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan 
pengawasan yang kuat. Di era otonomi daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh 
DPRD menjadi kian penting, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 
mengelola berbagai urusan dan kebijakan di tingkat daerah. 
Salah satu fungsi dari DPRD yaitu pengawasan, pengawasan terhadap 
jalannya pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan DPRD 
beberapa tahun ini muncul kepermukaan dan deberitakan kepada media massa, 
khususnya setelah era reformasi bergulir. Sealain itu pengawasan juga berguna untuk 
melakukan penindakan dan penertiban secara umum yang diperlukan terhadap 
perbuatan korupsi, penyalahgunaan kewengan, keborosan dan pemborosan kekayaan 
negara. 
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Berkaitan dengan pengawasan, dalam pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diatur oleh pengawasan yang dilakukan 
dengan pembinaan. Namun, pengawasan yang dikehendaki lebih ditekankan pada 
pengawasan efektif dengan tujuan untuk lebih memberikan kebebasan pada daerah 
otonom dalam mengambil keputusan, serta memberikan peran pada DPRD untuk 
mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap kebijakan pelaksanaan 
otonomi daerah. Sementara itu, pembinaan lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi 
pemberdayaan daerah otonom berupapemberian pedoman standar, arahan, pelatihan, 
dan supervise. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan 
penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah (perda) yang dijalankan 
oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalisasikan secara berbeda dengan 
lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan 
pengawasan yang bersifat politis.2 
Fungsi Dewan Perwakilan  Rakya  Daerah sangat starategis dalam melakukan 
pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan 
aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang 
terjadi bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut 
tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan 
lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan 
                                                           
2 Bima Putera Mokoginta, Pengawasan DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Terhadap 
Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, 
Padang, (repository.unand.ac.id/19501/1/Cover%20Skripsi.pdf ), Padang, 2012,  h. 3-4. 
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terhadap peraturan daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan 
daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau 
dengan penguasa.3 
Pengawasan  adalah salah satu fungsi organic manejemen, yang merupakan 
proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan saran 
serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan 
rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan. 
Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap 
pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan 
Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 162 tahun 2004 tentang  Pedoman Penyusunan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, meliputi: 1) Peraturan Derah, 2) APBD, 3) 
Peraturan perundangan lainnya, 4) Dana Otsus, 5) Proyek-proyek pusat di daerah, 6) 
Keputusan Kepala Daerah, dan 7) Aset daerah. 
Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi controlling 
atau pengawasan dan anggaran. Dalam fungsi legislasi DPRD mempunyai 
kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan Daerah, baik berdasarkan inisiatif 
Kepala Daerah maupun inisiatif DPRD sendiri. Dalam hal fungsi anggran DPRD 
harus menetapkan APBD yang di usulkan Kepala Daerah dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat, sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPRD harus melakukan 
                                                           
3 Irsan, Meria Utama, Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi 
Peraturan  Daerah, (Palembang:  Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum), Jurnal Alfines, Vol. 10, No. 
50, 2013, h. 2-3. 
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controlling atau pengawasan atas jalannya pemerintahan derah sehingga tidak 
menyimpang dari amanat dan aspirasi rakyat. Dalam rangka melakukan pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak 
meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak 
mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, 
hak inisiatif dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitive 
yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk 
mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah.4 
Pengawasan merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses bernegara. 
Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah di era otonomi daerah di 
hadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan 
profesionalisme birokrasi. Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari 
dua aspek unsur penting di dalamnya, yaitu: 1) Dewan Perwakilan Rakyat Derah 
(DPRD) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintahan daerah, dan 2) lembaga eksekutif 
daerah (pemerintah daerah) yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya.  
Pada dasarnya, jika pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 
dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, DPRD dapat melaksanakan fungsi 
pengawasan secara minimal. Tetapi jika dalam pelaksanaan banyak terjadi 
                                                           
4 Leunardus Mahuse,  Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan 
Pembangunan di Kabupaten Merauke, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik) Jurnal Files, 2012 , h. 1-2. 
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penyimpangan, maka pelaksanaan fungsi ini harus maksimal. Penguatan fungsi 
pengawasan ini dapat dilakukan salah satunya melalui optimalisasi fungsi dan peran 
DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif daerah.5 
Adapun ayat yang berkaitan dengan hal tersebut sejalan dengan  Qur’an Surah as-
Shaff/61:3 yang berbunyi:  
uã9 Ÿ2 $ ºF ø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θà)s? $ tΒ Ÿω šχθ è=yè øs? ∩⊂∪        
Terjemahnya: 
“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 
tiada kamu kerjakan.”6 
 Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana memberikan ancaman dan 
peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. 
Dan ada pula hadist dari Rasulullah SAW Juga menganjurkan perlunya melaksanakan 
pengawasan dan evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam sangat memperhatikan 
adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan 
pengawasan terhadap orang lain dan pengawasan terhadap pekerjaan yang diamanati 
atau yang di emban untuk kesejahteraan semua umat. Hal ini antara lain berdasarkan 
hadis Rasulullah SAW sebagai berikut: 
                                                           
5 Mardiasmo, Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan 
Pemerintahan,(related:repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25004/1/Skripsi), Jakarta, 
2004, diakses 04-08-2016. 
6 Depatemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV 
 Penerbit Diponegoro, 2010), h. 551. 
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ﺊْﻴَﺷ ﻞُﻛ َﻰﻠَﻋ َْﺎﻧﺎَﺴْﺣَﻷ َﺐَﺘَﻛ َﷲا نِإ 
Artinya : 
“Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala 
sesuatu”7 
Namun pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Berau juga menemui 
beberapa kendala dan masalah dalam pelaksanaan perda salah satu diantaranya adalah 
pro dan kontra masalah pencabutan perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan 
Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (miras) di Kabupaten Berau yang di 
nilai kurang evektif . Rencana pemerintah pusat mencabut  perda yang dinilai dapat 
menghambat investasi masuk ke daerah ini terus mendapat tanggapan dari sejumlah 
kalangan bgitupun tanggapan dari ketua dan anggota-anggota DPRD di Kabupaten 
Berau. Pasalnya pencabutan perda yang sebenarnya di buat untuk mengendalikan 
peredaran minuman beralkohol di Bumi Batiwakkal ini hanya semata-mata untuk 
memudahkan investor masuk, maka peemrintah pusat harus melihat juga kondisi 
daerahnya. 
Di Kabupaten Berau perda miras diakui memang sangat dibutuhkan untuk 
menyelamatkan generasi dan mengurangi kriminalitas,mengingat bahwa fungsi perda 
tersebut salah satunya mengurangi peredaran miras sehingga tidak terjual bebas. 
Namun dalam hal ini Kemendagri terus berupaya untuk mencabut perda Nomor 11 
Tahun 2010 dengan alasan menghambat investor luar untuk masuk. Kemudian, agar 
                                                           
7HR. Bukhari dan an-Nawawi (6010/1989:17), 2015. 
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fungsi pengawasan ini lenih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya 
DPRD Kabupaten Berau harus mampu meluruskan kebijakan berdasarkan  fungsi dan 
aturan-aturan yang ada. 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan apa yang telah di uraikan di atas maka dibuatlah sebuah 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses tahapan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di kabupaten 
Berau terhadap implementasi perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan 
Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau? 
2. Faktor apa yang mempengaruhi jalannya proses fungsi pengawasan DPRD 
Kabupaten Berau terhadap perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan 
Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Secara umum dalam suatu penelitian skripsi tidak akan terlepas maksud dari 
tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitupun dengan penelitian skripsi yang di 
lakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dewan 
perwakilan rakyat daerah terhadap perda Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Berau. 
1.  Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui proses fungsi pengawasan DPRD di kabupaten Berau terhadap 
implementasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses pengawasan 
DPRD kabupaten Berau terhadap perda Nomor 11 Tahun 2010. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap perda Nomor 11 Tahun 2010 di 
Kabupaten Berau  
b. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap perda 
Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Berau  
c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, serta kajian 
mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap 
perda Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Berau. 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Karim Aulia Sobri. Dalam skripsinya tahun 2011 berjudul ”Pelaksanaan Fungsi 
Pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga Tahun 
2010” Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya 
lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem 
otonomi daerah ini, Walikota mempunyai wewenang yang tinggi untuk mengeluarkan 
kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi 
daerah yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah 
juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar 
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kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. 
Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan 
DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga pada tahun 2010, (2) 
mengetahui kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, (3) mengetahui upaya-upaya apa 
yang ditempuh untuk mengatasi kendala. 8 Sedangkan penelitian ini, penulis ingin 
mengetahui bgaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap 
penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Berau. Jika di amati dengan skripsi 
penulis, persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. 
2. Indah Mustika Dewi. Dalam skripsinya tahun 2011 yang berjudul “Analisis Faktor-
faktor Yang Mempengaruh Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan 
Keuangan Daerah (APBD)”  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
personal background, political background, pengetahuan anggota DPRD tentang 
anggaran, dan pemahaman anggota DPRD terhadap Peratutan, Kebijakan dan 
Prosedur terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD). Penelitisn ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu 
akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas politik.9 Sedangakan 
penelitian penulis sendri menjelaskan tentang bagimana pelaksanaan fungsi 
                                                           
8 Karim Aulia Sabri,  Pelaksanaan Pengawasan  Anggota DPRD Kota Salatiga Terhadap 
Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu 
Sosial),  Skripsi, 2011. 
9 Indah Mustika Dewi,  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota 
DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (Semarang: Universitas Diponegoro, Fakultas 
Ekonomi),  Skripsi, 2011. 
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pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang berfokus 
dengan salah satu perda yaitu, perda Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Berau.   
3. Liky Faizal. Dalam jurnalnya tahun 2011 yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD 
Di Era Otonomi Daerah” DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang 
memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap perintah 
kabupaten dan kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak 
secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpemahaman  para legislator untuk 
menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan lebih ekstrim, 
keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk mrnyoroti kesalahan 
eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas 
pemerintahan.10 Di sini dapat di bedakan antara skripsi penulis dengan jurnal saudara 
Liky Faisal dimana, jurnal saudara Liky Faisal hanya membahas fungsi pengwasan 
DPRD di era otonomi saja, sedangkan penulis disini membahas mengenai fungsi 
pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang berfokus pada 
salah satu perda di Kabupaten Berau. Namun memiliki persaamaan yaitu sama-sama 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.   
4. Nurdin Sipayung. Dalam tesisnya tahun 2008 yang berjudul “Pengawasan DPRD 
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Di Kabupaten 
Serdang Bedagai” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten memiliki peranan 
yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena DPRD 
                                                           
10 Liky Faizal, Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah, (Lampung: Universitas 
IAIN Raden Intan, Fakultas Ushuluddin), Jurnal Tapis, 2011, Vol. 7, No. 02. 
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memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan DPRD terhadap 
implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, merupakan kegiatan pokok 
yang dilaksakan oleh DPRD dalam rangka meningkatkan kehematan, efisiensi dan 
efektivitas dengan sekaligus memberikan alternatif perbaikan maupun 
penyempurnaan. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat 
penting dilaksanakan karena, menyangkut kehidupan masyarakat, bahkan Peraturan 
Daerah adalah merupakan salah satu sumber hokum di Indonesia sebagaimana yand 
diatur dalam TAP MPR No III/MPR/2000, maupun UU No.10 Tahun 2004. Dalam 
tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana peraturan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah. Kedua, bagaimana pelaksanaan 
pengawasan DPRD terhadap terhadap implentasi Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati di Kebupaten Serdang Badagai. Dan ketiga, hambatan-hambatan apa saja ayng 
di hadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 11 Sedangkan penulis sendiri meneliti 
mengenai pelaksanaan fungsi pengawasa DPRD terhadap penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan berfokus pada salah satu perda di Kabupaten Berau, tesis 
saudara Nurdin Sipayung akan menuntun peneliti dan membandingkan dengan 
skripsi penulis. 
                                                           
11 Nurdin Sipayung, Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Badagai, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Fakultas 
Hukum), Tesis, 2008. 
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5. Solihin. Dalam skripsinya tahun 2012 yang berjudul “Analisis Fungsi Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Terhadap 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Tahun 
2010” Pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan perinsip yang dianut. Juga 
dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya 
dikemudian hari, fungsi pengawasan anggaran adalah untuk mencegah sekecil dan 
sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan 
atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau 
tugas bias saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi 
pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Natuna, dan upaya-
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan APBD serta hambatan-
hambatan yang terjadi di dalam melaksanakan pengawasan APBD di Kabupaten 
Natuna.12 Perbedaan skripsi saudara Solihin dengan skripsi penulis terletak pada  
fokus penelitiannya yaitu, penulis membahas mengenai fungsi pengawasa DPRD 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berfokus pada salah satu 
perda di Kabupaten Berau. Sedangkan, saudara Solihin berfokus pada penelitian 
mengenai analisis DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Natuna
                                                           
12 Solihin, Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Natuna Terhadap Pelaksanaan 
APBD Anggaran Tahun 2010, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik), Skripsi, 2012. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
Berdasarkan judul skripsi yang akan diteliti, peneliti mengambil beberapa 
tinjauan teoritis sebagai landasan teori dan akademik, yaitu sebagai berikut: 
A. Teori Kebijakan Publik 
Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 
bidang dan sektor seperti ekonomi,  politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. 
Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, 
regional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan 
gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.13 
Secara terminology pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata 
banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan 
definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole 
society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota 
masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a 
projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian 
tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.14 
Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert 
Eyestone, ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan 
                                                           
13 J Ageng Purwo, Konsep Kebijakan Publik, (PDF-2012, Diakses: 02 Februari 2017), h. 14. 
14 J Ageng Purwo, Konsep Kebijakan Publik, (PDF-2012, Diakses: 02 Februari 2017), h. 15. 
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sebagai  “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang 
ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti 
karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.  
Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang 
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 
untuk dilakukan dan tidak dilakukan, walaupun batasan yang diberikan oleh Day ini 
dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas 
antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang 
sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan 
publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan 
keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping ini pilihan pemerintah 
untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai 
pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan 
sesuatu)..15 
Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan 
hendaknya dipenuhi sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan 
beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada 
sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan disini dipahami sebagai arah atau pola 
kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Carl Friedrich 
memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 
                                                           
15 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 
h. 17. 
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seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 
memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang 
diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan 
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.16 
Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi 
awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan 
dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini 
dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone 
sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak 
beranggapan bahwa definisi tersebut masih teralalu luas untuk dipahami, karena apa 
yang di maksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.17 
Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu : 1) 
kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya 
adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik 
merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana 
kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip 
oleh Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivtas 
                                                           
16 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 
h. 18. 
17 J Ageng Purwo, Konsep Kebijakan Publik, (PDF-2012, Diakses: 02 Februari 2017), h. 15. 
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pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun 
melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.18 
Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon sesuatu krisis atau masalah 
publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan 
yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis 
terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkah masalah-masalah 
publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan 
suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi 
kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat 
hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 
David Easton sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino memberikan definisi 
kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. 
Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik 
(pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan 
dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah 
termasuk kedalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam 
sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah 
tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan 
                                                           
18 J Ageng Purwo, Konsep Kebijakan Publik, (PDF-2012, Diakses: 02 Februari 2017), h 15-
16. 
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dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat 
selama waktu tertentu. 
Berdasakan pendapat berbagai ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 
oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-
masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu 
biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan  
yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifar yang mengikat dan memaksa.19 
B. Teori Trias Politika 
Trias politica merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut 
diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di 
suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan 
harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini 
banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: 
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat 
undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan 
Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara 
keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta 
menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar 
undang-undang.  
                                                           
19 J Ageng Purwo, Konsep Kebijakan Publik, Jakarta, 2012, diakses 02/02/2017. 
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Trias politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus 
dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah 
satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan 
kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu 
sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.  
Teori teori dalam Trias Politika di dasari dengan teori fungsi legislatif, fungsi 
eksekutif, fungsi yudikatif baik teori oleh Locke  maupun  Montesqiueu. 1). Lembaga 
Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, 
atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif 
merujuk sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, 
dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.  
Fungsi – fungsinya adalah: a. Distribusi keuangan b. Fungsi judicial c. 
Mengadakan diplomasi dengan luar d. Kekuasaan atas militer e. Menjalankan hukum 
dan pemerintahan f. Kekuatan legislative, 2). Lembaga Legislatif adalah badan 
deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan 
beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem 
Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam sistem 
Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari 
eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga 
memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran 
uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. 
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Fungsi – fungsi a. Badan pembuat undang – undang b. Keuangan c. Fungsi judicial d. 
Fungsi unsur pokok constituent e. Fungsi pelaksana pemilihan f. Pengontrol 
kebijakan luar g. Pendengar keluhan rakyat, 3). Lembaga Yudikatif Lembaga 
kehakiman (atau kejaksaan) terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya 
yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya 
menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa 
terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang. Fungsi – fungsi a. 
Menetapkan hukum khusus b. Menterjemahkan hukum c. Membuat hukum baru d. 
Menjelaskan undang – undang.  Memberi gagasan atau nasehat. Memperjuangkan 
hak rakyat. Konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama 
kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of Civil Government 
(1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya L’esprit des Lois 
(1748). Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di 
dunia. Trias Politica memisahkan tiga macam kekuasaan: a. Kekuasaan Legislatif 
tugasnya adalah membuat undang-undang b. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah 
melaksanakan undang-undang c. Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili 
pelanggaran undang-undang.20 
C. Teori Fungsi Pengawasan 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. 
                                                           
20Seta Basri, Trias Politika Pemisahan Kekuasaan, (Artikel: 01 Februari 
2009,setabasri.blogspot.co.id/2009/02/trias-politika-pemisahan-kekuasaan.html), Diakses 09-08-2016. 
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Melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 
efisien. Bahkan, melalui pengasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan 
penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan kerja tersebut.21 
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah 
satu cara untuk membangun dan mejaga legitimasi warga masyarakat terhadap 
kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, 
baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external 
control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). 
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas 
rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: 
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 
2. Menyaranakan agar ditekan adanya pemborosan; 
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. 
 Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 
dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan 
bahwa: 
                                                           
21 Anjas Wigun, Landasan Teori dan Konsep Pengawasan, (PDF 2011, 
elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-anjaswigun-34101-9-unikom_a-i.pdf, Skripsi), h. 
21, Diakses 09 Agustus 2016. 
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“Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Agar Pemerintahan Daerah berjalan 
secara efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”  
- Menurut Abdul Halim dan Thresia Damayanti menyatakan Pengawasan dilihat 
dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
1. Pengawasan yang melekat dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung 
suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap 
bawahannya. 
2. Pengawasan fungsioanal yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional 
APBD yang meliputi BPKP, ltwilprop, ltwilkab/kota. 
- Definisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk sebagai berikut: 
Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana 
apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin 
bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat 
dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika 
ditindak lanjuti oleh pengawasan. 
- Fathoni mendefinisikan bahwa: 
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit 
bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data 
dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan 
dan kemenduran dalam pelaksanaan pekerjaan.  
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- Sedangkan menurut Henry Fayol  yang dikutip oleh Sofyan, pengawasan adalah: 
Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan 
rencana yang di tetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga 
dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari 
kejadiannya di kemudian hari. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat ditari kesimpulan bahwa pengawasan 
merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya 
pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan 
baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak pimpinan/atasan maka perencanaan yang 
telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik, sehingga tujuan 
yang diharapkan akan sulit terwujud. 
Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah 
daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme. 
Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu: 
1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku. 
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 
4. Mendeteksi adanya kecuranga. 
Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan 
di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara 
ekonomis, efisien dan efektif. 
2. Ridak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan 
daerah. 
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di 
instansi pemerintah daerah. 22 
D. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 
konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 
tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual diharapkan akan 
memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang 
akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam 
merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual 
yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus 
dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat 
untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual 
diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif 
                                                           
22 Anjas Wigun, Landasan Teori dan Konsep Pengawasan, (PDF 2011, 
elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-anjaswigun-34101-9-unikom_a-i.pdf, Skripsi), 
h.23-24, Diakses 09 Agustus 2016. 
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(fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri 
dengan konse 
4. Tabel. 1 
5. Kerangka Konseptual Penelitian 
6. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman 
Beralkohol  
7. Di Kabupaten Berau 
8. 
Pengedaran Dan 
Penjualan 
Minuman 
Beralkohol 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
Menurut Lexy J Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif merupakan 
penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subyek penelitiaan misalnya perilaku, presepsi, 
motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah.23 Penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan 
dan lapangan. Karena data-data yang akan diperoleh berasal dari sumber literature 
(library Research). Secara sistematis metode penelitian yang akan di gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
- Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif  karena bertujuan untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap perda Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di 
Kabupuaten Berau. 
 
 
                                                           
23 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Rosda 
Karya,2014, h. 6. 
26 
 
- Lokasi dan Objek penelitian 
Adapun objek penelitian skripsi ini dilakukan di Kabupaten Berau, yaitu di 
kantor DPRD Kabupaten Berau. dengan objek penelitian mengenai  pelaksanaan  
fungsi pengawasan DPRD terhadap perda nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Hal ini berdasarkan  beberapa 
pertimbangan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terhadap perda nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan 
penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau dengan kesediaan memberikan 
data yang akurat terhadap peneliti. 
B. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer digunakan oleh penulis yang didapat oleh sumber informan yaitu 
individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 
Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek 
dalam penelitian ini, yaitu hasil obsevasi di lapangan secara langsung dalam bentuk 
catatan tentang prilaku (verbal dan non verbal, serta percakapan/conversation). 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan 
mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan ditempat kumpulan informasi 
seperti perpustakaan, perkantoran pusat statistik,24 kantor-kantor pemerintah dalam 
                                                           
24 Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press 
1992), h.10-17. 
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hal ini kantor DPRD dan kantor Bupati Berau dengan tujuan untuk melengkapi dan 
menyempurnakan data primer. 
C. Prosedur pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat penulis 
menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 
a) Tahap  persiapan 
Langkah awal penelitian, penulis menggunakan Observasi (mengamati) lokasi 
penelitian serta sarana dan prasarana agar dalam  penelitian ini dapat mempermudah 
melaksanakan wawancawa dengan informan-informan yang dipilih untuk 
diwawancarai. Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis 
menyiapkan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
kesimpangsiuran dalam proses pelaksaan wawancara baik kelakuan wawancawa 
maupun ketersinggungan responden atau informan. 
b) Tahap pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1) Library research  
Library research, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca buku-
buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun 
teknik yang di gunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan 
materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun 
tanda bacanya. 
b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan 
berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam 
bentuk ikhtisarnya. 
2) Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan  untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dan 
informan atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat 
dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhsan 
wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.25 
Dalam wawancara bertahap dan berstruktur ini, peneliti belum mengetahui 
secara pasti data apa yang akan di peroleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih 
banyak mendengarkan apa yang di ceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap 
jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat mengajukan pertanyaaan 
berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
 
 
                                                           
25H.M.Burhan Bungin,  Komunikasi Ekonomi Kebijakan  Publik dan Ilmu Sosial, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 111. 
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3) Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
pancaindra mata serta di bantu dengan pancaindra lainnya. Jadi observasi adalah 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 
melalui pengamatan dan pengindraan.26 
4) Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 
pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan 
metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen 
berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai 
pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling 
penting dalam  penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, 
gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, dan laporan penelitian 
sebelumnya. 
 
 
                                                           
26M.Burhan Bungin, Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik  dan Ilmu Sosial, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2007, h. 118. 
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D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
Teknik  pengolahan dan analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang terbentuk 
informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di 
kelompokkan  agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan 
mana yang tidak. Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan 
bentuk teks agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di 
lapangan, langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut: 
a) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi. 
b) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. 
Langkah ini bertujuan untuk mmilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan masalah penelitian. 
c) Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 
penyajian (display) data. Penyanjian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada 
langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi 
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
 
 
31 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Berau. 
Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Timur.Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berauyang didirikan sekitar abad 
ke-14.Menurut sejarah Berau, raja pertama yang memerintah bernama Baddit 
Dipattung dengan gelar Raden Aji Surya Nata Kesuma dan istrinya bernama 
Baddit Kurindang dengan gelar Aji Permaisuri.Pusat pemerintahan kerajaan pada 
awalnya berkedudukan di Sungai Lati (sekarang menjadi lokasi pertambangan 
Batu Bara PT. Berau Coal).27 
Aji Raden Surya Nata Kesuma menjalankan masa pemerintahannya tahun 
1400-1432 dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya 
meningkat. Pada masa itu dia berhasil mnyatukan wilayah pemukiman 
masyarakat Berau yang disebut Banua, yaitu Banua Merancang, Banua Pantai, 
Banua Kuran, Banua Rantau Buyut dan Banua Rantau Sewakung. 
Setelah beliau wafat, Pemerintahan Kesultanan Berau di lanjutkan oleh 
putranya dan selanjutnya secara turun temurun keturunannya memerintah sampai 
pada sekitar abad ke-17.Kemudian awal sekitar abad ke-18 datanglah penjajah 
Belanda memasuki kerajaan berau dengan berkedok sebagai pedagang (VOC). 
                                                           
27
 Profil Sejarah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Berau 2016 
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Namun kegiatan itu dilakukan dengan politik De Vide Et Impera (politik adu 
domba), kelicikan Belanda berhasil memecah belah Kerajaan Berau, sehingga  
Kerajaan terpecah menjadi dua Kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan 
Kesultanan Gunung Tabur. 
Pada saat bersamaan, masuk pula agama Islam ke Berau yang dibawa oleh 
Imam Sembuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan.Sultan pertama 
di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar Alimuddin (1800-
1852). Raja Alam terkenal  dengan pimpinan yang gigih menentang penjajah 
Belanda. Raja Alam pernah ditawan dan diasingkan ke Makassar (dahulu Ujung 
Pandang).Untuk mengenang jiwa patriot Raja Alam namanya diabadikan menjadi 
Batalyon 613 Raja Alam yang berkedudukan di Kota Tarakan. 
Sedangkan Kesultanan Gunung Tabur sebagai Sultan pertamanya adalah 
Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800-1833), keturunannya meneruskan 
pemerintahan hingga kepada Sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin 
(wafat 15 April 1951) dan Sultan terakhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub 
(1951-1960), kemudian wilayah Kesultanan tersebut menjadi bagian dari 
Kabupaten Barau. 
Sultan Muhammad Aminuddin menjadi kepala daerah Istimewa Berau, 
beliau memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah 
Istimewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu Undang-Undang Darurat tahun 
1953 tanggal terbitnya Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai hari jadi 
Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.27 Tahun 1959, 
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Daerah Istimewa Berau berubah menjadi Kabupaten Dati II Berau dan Tanjung 
Redeb sebagai Ibukotanya, dengan Sultan Aji Muhammad Ayub (1960-1964) 
menjadi Bupati Kepala Daerah Tk. II Berau yang pertama. 
Pemerintahan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II 
Berau adalah untuk mengenang masa pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di 
Berau. Dimana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan 
pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama 
Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September 
tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya Kota Tanjung Redeb, yaitu 
kemudian diabadikan sebagai hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana 
diterapkan dalam Perda No.3  tanggal 2 April 1992.28 
2. Kondisi Geografis Kabupaten Berau 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, secara astronomis Kabupaten 
Berau terletak antara 116º Bujur Timur sampai dengan 119º Bujur Timur dan 1º 
Lintang Utara sampai dengan 2º33’ Lintang Selatan. Luas Kabupaten Berau 
dengan luas wilayah 34.127,17 km2, terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km2 
dan luas laut 11. 962,42 km2, serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 
Kecamatan dan 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa,  dan berpenduduk sebesar 
kurang lebih 179.079 jiwa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas 
Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas Wilayah Kalimantan Timur, dengan 
presentase luas perairan 28,74%. Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di 
                                                           
28 Profil Sejarah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Berau 2016 
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Provinsi Kalimantan Timur, ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb.  
Berdasarkan posisi geografisnya, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 
- Utara-Kabupaten Bulungan, 
- Selatan-Kabupaten Kutai Timur, 
- Barat-Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten 
Kutai Barat, dan 
- Timur – Selat Makassar. 
Kabupaten Berau terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, antara lain: 
- Kelay dengan ibukota Sido Bangen, 
- Talisayan dengan ibukota Talisayan, 
- Tabalar dengan ibukota Tubaan, 
- Biduk-biduk dengan ibukota Biduk-biduk, 
- Pulau Derawan dengan ibukota Tanjung Batu, 
- Maratua dengan ibukota Maratua Teluk Harapan, 
- Sambaliung dengan ibukota Sambaliung, 
- Tanjung Redeb dengan ibukota Tanjung Redeb, 
- Gunung Tabur dengan ibukota Gunung Tabur, 
- Teluk Bayur dengan ibukota Teluk Bayur, 
- Segah dengan ibukota Tepian Buah,  
- Batu Putih dengan ibukota Batu Putih, dan 
- Biatan dengan ibukota Biatan Lempake.29 
 
                                                           
29 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 3-4 
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Gambar 1 
PETA WILAYAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau 2016 
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Tabel 2 
Luas Wilayah Menurut di Kabupaten Berau 
 
Kode 
Wilayah 
 
Kecamatan 
 
Luas Area (km2) 
Presentase 
terhadap Luas 
Kabupaten (%) 
010 Kelay 6 134,60 17,98 
020 Talisayan I 798,00 5,27 
021 Tabalar 2 373,45 6,95 
030 Biduk-biduk 3 002,99 8,80 
040 Pulau Derawan 3 858,96 11,31 
041 Maratua 4 118,80 12,07 
050 Sambaliung 2 403,86 7,04 
060 Tanjung Redeb 23,76 0,07 
070 Gunung Tabur 1 987,49 5,82 
080 Segah 5 166,40 15,14 
090 Teluk Bayur 175,40 0,51 
100 Batu Putih 1 651,42 4,84 
110 Biatan 1 432, 04 4,20 
Kabupaten Berau 34 127, 17 100,00 
                              Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau 2016 
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Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang 
Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak 
disebelah utara dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan 
Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, dimana 
wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua 
kecamatan terutama di Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu 
Kapur yang luasnya hampir 100 km2. Sementara di daerah Kecamatan Tubaan 
terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.30 
3. Kondisi Topografi 
Kondisi Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, 
kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut.Wilayah daratan tidak 
terlepasdari gugusan bukit dan perbukitan yang terhampar di seluruh wilayah 
kecamatan.Berbagai tipe hutan utama yang biasanya terdapat di Pulau 
Kalimantan, terdapat di Kabupaten Berau.Hutan bakau, hutan rawa dan rawa 
gambut dijumpai disepanjang pesisir dan muara sungai Berau.Hutan Dipterokarpa 
dataran rendah tersebar dan bercampur dengan Hutan Kerangas dan Hutan Kapur 
dataran rendah. Di atas ketinggian 1000 m dpl (diatas permukaan laut) Hutan 
Dipterokarpa digantikan oleh hutan pegunungan rendah dan pada puncak tertinggi 
gunung Mantan (2457 m dpl) terdapat hutan yang sealalu diliputi awan.31 
 
                                                           
30Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 6  
31 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 7 
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4. Kondisi Klimatologi 
Letak geografis Kabupaten Berau yang dekat dengan garis Khatulistiwa 
menjadikan daerah ini memiliki iklim tropis, yang akan memiliki curah hujan 
tinggi dengan hari hujan merata sepanjang tahun. Intensitas penyinaran matahari 
yang tinggi menjadikan suhu udara relatif tinggi sepanjang tahun dengan 
kelembaban udara yang tinggi pula.32 
Sebagai daerah dengan iklim tropis Kabupaten Berau memiliki dua musim 
yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Kedua musim tersebut diselingi 
dengan masa peralihan yang umumnya disebut masa pancaroba.Pada musim 
peralihan tersebut curah hujan masih relatif banyak.Namun demikian kondisi 
alam Kabupaten Berau yang masih dikelilingi oleh hutan tropis yang masih lebat 
menjadikan daerah ini menunjukkan sifat sebagai daerah hutan hujan tropis 
dengan curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun.33 
Hari hujan hampir sama setiap bulannya. Curah hujan cenderung tinggi 
sepanjang tahun, berkisar antara 99,5-576,0 mm3 perbulan. Curah hujan terendah 
terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 99,5 mm3 perbulan, dan curah hujan 
akan terus meninggkat pada bulan-bulan berikutnya.  Curah hujan terbesar terjadi 
pada bulan Februari sebesar 579,0 mm3. Bulan tersebut merupakan akhir dari 
musim penghujan dan awal masa pancaroba. 
 
                                                           
32Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 10 
33 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 10-11 
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5. Jumlah Penduduk Kabupaten Berau 
Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang 
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.Sensus penduduk telah dilaksanakan 
sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 
1990, 2000 dan 2010.Selain sensus penduduk, untuk menjembatani ketersedian 
data kependudukan diantara periode sensus, BPS melakukan survey penduduk 
Antar Sensus (SUPAS). SUPAS telah dilakukan sebanyak lima kali, dimulai pada 
tahun 1976, 1985, 1995, 2005 dan terakhir pada tahun 2015. Data kependudukan 
selain sensus dan SUPAS adalah proyeksi penduduk.Penduduk adalah semua 
orang yang berdomisili di wilayah tutorial Republik Indonesia selama enam 
bualan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi 
bertujuan menetap.34 
Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat 
pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.Kepadatan 
penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 39 
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Tabel 3 
Penduduk Kabupaten Berau Dirinci dengan Jumlah Penduduk Menurut 
Kecamatan Tahun 2015 
 
Berdsarkan tabel diatas, maka penduduk di Kabupaten Berau dirinci 
dengan jumlah penduduk menurut kecamatan pada tahun 2015 yaitu, bisa dilihat 
dari kecamatan Tanjung Redeb yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi 
yaitu sebesar 77.609 penduduk dan jumlah penduduk paling sedikit berada pada 
kecamatan Maratua yaitu hanya sebesar 3.555 panduduk. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Berau menurut kecaamatan 
yaitu terletak di kecamatan Tanjung Redeb, dimana Tanjung Redeb merupakan 
Ibu Kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Berau itu sendiri.35 
 
 
                                                          
35 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 43 
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Tabel 4 
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Berau 2010, 2014 dan 2015 
Kode 
Wilayah 
Kecamatan Jumlah Penduduk 
(Orang) 
Laju Pertumbuhan 
Penduduk Pertahun 
  2010 2014 2015 2010-2015 2014-2015 
010 Kelay 4 493 4 979 5 159 2,80 3,62 
020 Talisayan 10 061 11 739 12 057 3,69 2,71 
021 Tabalar 5 151 5 615 5 809 2,43 3,46 
030 Biduk-biduk 5 342 5 631 5 836 1,78 3,64 
040 P. Derawan 8 372 9 947 10 293 4,22 3,48 
041 Maratua 3 076 3 402 3 555 2,92 4,50 
050 Sambaliung 24 174 27 605 28 783 3,55 4,27 
060 Tg. Redeb 62 725 75 110 77 609 4,35 3,33 
070 Gunung Tabur 14 938 17 307 18 232 4,07 5,34 
080 Segah 8 396 10 053 10 400 4,37 3,45 
090 Teluk Bayur 20 596 24 920 26 099 4,85 4,73 
100 Batu Putih 6 691 7 923 8 171 4,08 3,13 
110 Biatan 5 064 5 904 6 121 3,86 3,68 
Kabupaten Berau 179079 210135 218124 4,02 3,80 
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Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah penduduk dan laju penduduk di 
setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Berau mengalami peningkatan di setiap 
tahunnya dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2015 mngalami 
peningkatan yg signifikan dan pada tahun 2014-2015 mengalami penambahan 
jumlah penduduk.36 
6. Pemerintahan 
Kabupaten Berau beberapa kali mengalami pemekaran wilayah, yaitu pada 
tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Talisayan menjadi Kecamatan 
Talisayan itu sendiri, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu 
Putih. Pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa, yaitu pemekaran Desa Dumaring, 
di Talisayan dibagi menjadi dua desa yaitu Dumaring dan Capuak. Kemudian 
Desa Gunung Sari dibagi menjadi tiga desa yaitu, Gunung Sari, Siduung Indah 
dan Batu Rajang.Dengan adanya pemekaran tersebut maka saat ini Kabupaten 
Berau terdiri dari 13 Kecamatan serta 110 Desa/Kelurahan.37 
Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Berau terdiri dari, Sekertaris 
Daerah dan membawahi 4 asisten, yaitu: 
a. Asisten Pemerintah, membawahi : 
- Bagian tata Pemerintahan 
- Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
- Bagian Pertanahan 
                                                           
36 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 46 
37 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 15 
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b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:  
- Bagian Perekonomian 
- Bagian Pembangunan 
- Bagian Teknologi Informasi 
c. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 
- Bagian Kesejahteraan Rakyat 
- Bagian Humas dan Protokol 
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 
- Bagian Organisasi 
- Bagian Umum dan Perlengkapan 
Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin sekertaris yang 
membawahi 4 kepala Bagian, yaitu : 
a. Bagian Umum, membawahi: 
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
- Sub Bagian Humas dan Protokol 
b. Bagian Keuangan, membawahi: 
- Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran 
- Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi 
c. Bagian Perlengkapan, membawahi: 
- Sub Bagian Rumah Tangga 
- Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan 
d. Bagian Rapat dan Persidangan, membawahi: 
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- Sub Bagian Rapat dan Risalah 
- Sub Bagian Perumusan Produk Hukum.38 
B. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU 
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi pemerintah Kabupaten Berau 
dalam meningkatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
merupakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Berau terpilih periode 2016-2021. Visi 
dan Misi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan semangat membangun 
Kabupaten Berau lima tahun mendatang, melalui perumusan strategi dan sasaran 
pokok pembangunan yang tepat, arah kebijakan dan program-program unggulan 
pembangunan yang diselaraskan dengan kajian teknokratik.39 
• Visi 
“Mewujudkan Berau yang sejahtera, unggul dan berdaya saing berbasis sumber 
daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.” 
• Misi 
a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, 
adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  
b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber 
daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis 
kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi 
kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local. 
                                                           
38 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h 16-17 
39 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Berau 2016-2021 
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c. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan 
berdaya saing tinggi. 
d. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan 
akuntabel.40 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan rakyat daerah.Fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap 
rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi, menerima 
pengaduan, dan memfasilitasi penyelesaian.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Berau 2016-2021 
41 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Berau 2016-2021 
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Tabel 5 
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan 
Jenis Kelamin di Kabupaten Berau 2015 
Anggota  
Partai Laki-laki Perempuan Jumlah Presentase 
Golkar 2 3 5 16,67 
PPP 5 - 5 16,67 
PDIP 1 - 1   3,33 
Demokrat 4 - 4 13,33 
PKS 4 - 4 13,33 
Gerindra 3 - 3 10 ,00 
PBB 2 - 2   6,67 
Nasdem 3 - 3 10,00 
PAN 3 - 3 10,00 
Jumlah 27 3 30 100,00 
Sumber: Sekertariat Dewan 
Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Berau pada tahun 2015 
yaitu, dari jumlah keseluruhan anggota DPRD terdapat 30 kursi dari 9 partai politik, 
yaitu, partai Golkar, PPP, PDIP, Demokrat, PKS, Gerindra, PBB, Nasdem, dan PAN. 
3 diantaranya berjenis kelemin perempuan yaitu dari partai Golkar, dan 27 anggota 
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lainnya berjenis kelamin laki-laki, presentase anggota tertinggi terdapat pada partai 
Golkar dan PPP.42 
Tabel 6 
Banyaknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Komisi di 
Kabupaten Berau 2015 
Komite Periode 
 2004-2009 2009-2014 2014-2019 
Pemerintahan 2 4 6 
Perekonomian dan Keuangan 4 5 6 
Pembangunan 4 7 9 
Kesejahteraan Rakyat 4 - - 
Ketua Komisi 4 3 3 
Wakil Ketua Komisi 4 3 3 
Jumlah 22 22 27 
Sumber: Sekertariat Dewan 
Berdasarkan tabel diatas, maka banyaknya anggota DPRD menurut komisi  di 
Kabupaten Berau, bahwa jumlah komite dibagian pemerintahan mengalami tingkatan 
anggota setiap periode, sedangkan pada komite bagian perekonomian dan keuangan 
juga mengalami tingkatan anggota setiap periode, selanjutnya pada komite 
pembangunan masih mengalami tingkatan anggota setiap periode. Namun, di bagian 
                                                           
42 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 27 
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komite kesejahteraan rakyat hanya terdapat anggota di periode 2004-2009 saja yaitu 
hanya 4 anggota, kemudian di komite bagian ketua komisi dan komite wakil ketua 
komisi pada tahun 2004-2009 dan pada periode 2009-0014 mengalami perngurangan 
anggota, yaitu hanya tiga anggota komisi disetiap periode.43 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD di Kabupaten Berau Terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. 
Secara umum, dalam pengertian manajemen, pengawasan pada hakikatnya 
melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping 
keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Menurut George R. 
Tery, pengawasan adalah determinasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi 
prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi Dewan Perwakilan  Rakya  
Daerah sangat starategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan 
memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan 
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak dapat terwujud yang 
pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lembaga teknis yang 
menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah 
                                                           
43 Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Berau Dalam Angka 2016, h. 28 
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itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi 
benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.44 
Adapun ayat yang yang berkaitan dengan pengawasan yang terdapat pada QS. 
Qaf: ayat 15-18 
$ uΖ Í‹yèsùr& È, ù=y⇐ ø9 $ Î/ ÉΑ ¨ρ F{ $# 4 ö≅ t/ ö/ ãφ ’ Îû <§ ö6s9 ôÏiΒ 9, ù=yz 7‰ƒÏ‰ y` ∩⊇∈∪   ô‰ s)s9 uρ $ uΖø)n=yz 
z≈ |¡ΣM}$# ÞΟ n=÷ètΡ uρ $ tΒ â È¨θ ó™uθ è? ÏµÎ/ …çµÝ¡øtΡ ( ß øtwΥuρ Ü> tø%r& Ïµø‹s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9 $# 
∩⊇∉∪   øŒ Î) ’ ¤+n=tGtƒ Èβ$ u‹Ée)n=tGßϑø9 $# Ç tã È Ïϑu‹ø9 $# Ç tãuρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# Ó‰‹Ïès% ∩⊇∠∪   $ ¨Β àá Ïù=tƒ 
 ÏΒ @Α öθ s% āω Î) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰Š ÏGtã ∩⊇∇∪     
Terjemahnya:  
“Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? sebenarnya 
mereka dalam Keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 
dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat 
lehernya, (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, 
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada 
suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat 
Pengawas yang selalu hadir.”45 
Pengawasan adalah seluruh penyelenggaraan pengawasan oleh seluruh aparat 
pengawasan fungsional dan pengawasan atasan langsung oleh semua pejabat 
pimpinan dari tingkat yang paling bawah sampai dengan yang tertinggi. Pada studi ini 
                                                           
44 Irsan Meria Utama, Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementas  
Peraturan Daerah, 2013,  h. 2-3, Jurnal, Vol. 10, No. 50. 
45 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV 
Penerbit Diponegoro, 2010), h. 
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akan dijelaskan tahap proses fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Berau terhadap 
implementasi Perda nomor 11 tahun 2010. 
a. Proses Pengawasan  
Menurut Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau 
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman 
beralkohol di Kabupaten Berau, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelarangan, 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah dan tidak boleh 
dilakukan/diberikan kepada Perusahaan/swasta. Untuk mengatasi dan mengawasi 
peredaran minuman beralkohol yang berada di daerah, DPRD dibantu oleh Tim yang 
beranggotakan Instansi yang terkait di daerah. 
Tugas tim sebagaimana yang dimaksud di atas memberikan pertimbangan 
kepada DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelarangan pengedaran dan 
penjualan minuman beralkohol, adapun pengawasan yang dimaksud terkait dengan 
hal diatas, adalah : 
1. Pengawasan yang sifatnya preventif, maksudnya pengawasan ini dilakukan 
sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Pemgawasan 
preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan 
dalam melaksanakan kegiatan. 
2. Pengawasan yang sifatnya represif, maksunya bahwa bentuk pengawasan yang 
dilakukan dengan meneliti dan mengawasi dokumen-dokumen, pengawasan ini 
dilakukan setelah tindakan terjadi untuk membandingkan dengan apa yang telah 
terjadi dan usaha apa yg sudah dilakukan. 
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3. Pengawasan secara langsung, pengawasan ini dilakukan dengan mendatangi dan 
melakukan pemeriksaan langsung di tempat yang sedang diawasi. 
4. Pengawasan secara tidak langsung, pengawasan yang dilakukan dengan tanpa 
tidak mendatangi tempat objek yang diawasi atau dengan kata lain dilakukan dari 
jarak jauh. 
5. Pengawasan Formal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh instansi/ pejabat 
yang berwenang, tidak yang bersifat interen maupun eksteren. 
6. Pengawasan Informal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik 
langsung maupun tidak langsung, pengawasan ini disebut juga social control. 
b. Pengawasan Berdasarkan Perda 
Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-
undangan. Dalam pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi 
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan 
persetujuang bersama Gubernur. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (8), yaitu Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati dan Walikota. 
Dengan peraturan daerah dapat ditujuk pegawai daerah yang diberi tugas 
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, 
bentuk peraturan daerah ditentukan oleh Mentri Dalam Negeri, peraturan daerah 
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani oleh ketua DPRD, Kepala 
Daerah dapat menetapkan keputusan untuk melaksanakan peraturan daerah atau 
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urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan, peraturan daerah dapat memuat 
ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan Hukum, seluruhnya atau 
sebagian kepada pelanggar, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas 
ketentuan-ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh alat-alat penyidik dan penuntut 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Kepala Daerah yang dimaksud dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 
tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman berakohol di Kabupaten 
Berau. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatnya, sebagai badan 
eksekutif daerah, sedangkan pengertian daerah sendiri adalah suatu kesatuan wilayah 
hukum Kabupaten Berau. 
c. Pengawasan Satpol PP 
Dalam melakukan pengawasan, pihak-pihak yang terkait dalam tugasnya 
selain menjalankan peraturan daerah dan penegakan terhadap peraturan daerah, juga 
melakukan pengawasan tehadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan daerah 
tersebut. Salah satunya yaitu Satpol PP juga melakukan pengawasan terhadap tempat-
tempat penjualan minuman beralkohol yang illegal di Kabupaten Berau.  
Pengawasan merupakan proses atau rangakaian kegiatan pemantauan, 
pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang di hasilkan oleh Satpol PP di 
Kabupaten Berau. Proses ini secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem 
pengawasan yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan. 
Pelaksanaan pengawasan hrus dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Berau yang 
tugas pokoknya adalah melakukan penertiban dan pengawasan, sehingga bersama-
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sama beranggung jawab dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme yang dapat 
menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan 
yang dapat menjangkau sebanyak-banyannya. Mekanisme pengawasan itu harus 
dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang. 
d. Penertiban Satpol PP 
Dalam melakukan pengawasan atau penertiban, diperlukan kordinasi agar 
kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah Kabupaten Berau makin dimantapkan 
untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efesiensi, dan efektifitas serta 
keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawsan terhadap tempat 
penjualan minuman beralkohol yang disinyalir melakukan penyimpangan.  
Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan melakukan penyitaan 
terhadap penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum. Hal ini dilakukan kepada penjual-penjual minuman beralkohol 
ilegal, sehingga perlu adanya sanksi yang tegas. Sanksi tegas tesebut dapat berupa 
sanksi administrasi yang meliputi peringatan, penjara atau kurungan yang dikenakan 
kepada pihak yang masih menjual minuman beralkohol ilegal sesuai ketentuan-
ketentuan yang diatur didalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau. 
Upaya tersebut dilakukan agar para penjual minuman beralkohol yg ilegal tidak 
mengulangi lagi permasalahan hukum yang sama, yang nntinya diharapkan tempat-
tempat penjualan minuman beralkohol dapat berjalan sebagaimana dengan tujuan 
yang diharapkan. 
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Terkait dengan pengawasa terhadap perda Nomor 11 Tahun 2010 penulis 
melakuka Wawancara dengan pak abdul waris selaku ketua komisi III DPRD 
Kabupaten Berau dan bapak Rudi Mangunsong selaku ketua badan legislatif 
Kabupaten Berau:  
“Kita selalu mengawasi SKPD yang terkait, terutama perdagangan 
perindustrian bahkan kepada satpol PP yang diwajibkan diperaturan 
tersebut sebagai penegak perda yang memantau perda. Kita telah memantau 
SKPDnya tapi disisi lain kita juga melakukan sidak-sidak ketempat hiburan 
malam, hotel-hotel apakah masih ada dilakukan atau diperdagangkam 
minuman keras ini. Itu salah satu bentuk pengawasan kami, untuk urusan 
himbauan, sosialisasi itu adalah  pemerintah daerah dalam hal ini instansi 
yang terkait terutam satpol PP. kita mendorong agar satpol PP benar-benar 
menegakkan perda ini dan memberikan sanksi”46 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja pemerinta terkait 
dengan perda (peredaran Minuman keras) di Kabupaten Berau menjadi pusat 
perhatian mereka. Bertujuan mungurangi tindakan kriminal dengan cara 
diantaranya; melakukan pengawasan dari berbagai tempat hiburan, dan 
melakukan sosialisasi akan bahayanya minuman Keras terhadap masyarakat 
Berau.  
Terkait dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa mekanisme yang 
diterapkan oleh pemerinta Berau memberikan peluang positif terhadap 
masyarakat tersebut  untuk menghindarkan mereka dari tindakan asusila. Karena 
dengan adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau dapat 
menyebabkan  kehidupan masyarakat  damai, dan rukun. 
                                                           
46Wawancara dengan pak abdul waris selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Berau 
01/11/2016 dan bapak Rudi Mangunsong selaku ketua badan legislatife Kabupaten Berau 07/11/2016 
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Hadirnya Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran 
dan penjualan minuman beralkohol  menjadi tantangan Anggota DPRD 
Kabupaten Berau sebagai fungsi pengawasan demi kemajuan daerah, adapun 
dasar perda Kabupaten Berau dibuat dijelaskan oleh Abdul Waris selaku ketua 
komisi III DPRD Kabupaten Berau menegaskan bahwa : 
“Perda ini memang sesuai dengan kultur budaya masyarakat 
kabupaten Berau yang agamis, dan itu juga sesuai dengan RPJMD 
2010-2016. Bahwa salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Berau 
akan menciptakan Visinya yaitu menciptakan masyarakat yang 
sejahtera, dan agamis. Dari sisi agamisnya inilah ada nilai –nilai yang 
harus  kita kembangkan, salahsatunya nilai yang harus kita jaga 
adalah turunnya larangan peredaran alkohol dan banyak pula aspek 
yang dilihat, seperti aspek dari segi sosiologis dan aspek budaya 
masyarakat sendiri di Kabupaten Berau yang cenderung relatif tertata 
dan terbudaya dengan baik. Kita khawatir nanti dengan beredarnya 
minuman keras itu, budaya ini akan hilang (seperti yang saya bilang 
tadi, yaitu budaya yang agamis) dan itu sesuai dengan RPJMD dan visi 
Kabupaten Berau”.47 
 Berdasarkan wawancara dari informan diatas, bahwa dengan adanya perda 
terkait dengan pelarangan peredaran alkohol di Kabupaten Berau menjadi pemicu 
bagi pemerintah daerah. Dengan tujuan, agar tindakan kriminal yang terjadi di 
masyarakat Berau bisa terorganisir dengan baik bahkan manpu menjaga kestabilan 
dalam kehidupan mayarakatnya. 
 Apa yang dijelaskan Abdul Waris terkait dengan pelarangan pengedaran 
dan penjualan minuman beralkohol seperti yang tertuang dalam Perda nomor 11 
tahun 2010, juga dijelaskan secara tegas dalam QS. Al-Baqarah: 219.  
 
                                                           
47Wawancara dengan Abdul Waris selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten Berau. 
01/11/2016 
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Terjemahnya:  
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya… (QS. Al-Baqarah : 
219).48 
 
Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam khamar atau 
minuman beralkohol terdapat manfaatnya, tetapi itu sangat kecil. Bagi bangsa barat 
yang hidup di negara empat musim dimana ada musim dingin, maka khamer bisa 
meningkatkan suhu tubuh. Tetapi sungguh tidak relevan jika postulat tersebut 
diadopsi di negara kita, karena suhu di negara kita relatif stabil dan bersahabat 
dengan tubuh. Efek menghangatkan tersebut sesungguhnya ialah akibat dari pengaruh 
alkohol yang memang naik menjadi panas apabila masuk dalam tubuh.  Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa manfaat yang ditimbulkan hanya semu belaka yang dapat 
menyesatkan kita sebagai ummat muslim. Maksud dari ayat inilah yang disampaikan 
atau dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, Abdul Waris. Bahwa, 
dengan turunnya perintah dan larangan Allah WST yang diterapkan dalam syariat 
                                                           
48 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. 
Penerbit Diponegoro, 2010), h. 34. 
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islam serta diperkuat dengan adanya Perda nomor 11 tahun 2010 maka akan 
menciptakan masyarakat yang sejahtera dan agamis. 
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat 
Berau terkait dengan beredarnya minuman keras itu, maka sudah sepantasnya 
pemerintah dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara optimal. Salah 
satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan 
terhadap perda  tentang miras merupakan hal yang sangat penting untuk 
dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa Fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat 
penting dalam mengwujudkan Good Governance di daerah tersebut. Karena 
bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah 
untuk menyampaikan aspirasi, dan sudah sepantasnya melakukan pengawasan agar 
tindakan kriminal yang disebabkan oleh pelaku miras bisa dioptimalkan dengan baik. 
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran minuman keras oleh 
pemerintah pada umumnya tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme 
checks and balances dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik. 
Hal yang senada yang disampaikan Rudi Mangunsong selaku ketua badan 
legislative Kabupaten Berau menegaskan bahwa: 
“Dasar yang pertama kita mengacu pada peraturan pemerintah atau 
peraturan yang lebih tinggi. Kedua, mengacu kepada ketertiban. Bagimana 
berau ini bisa kita kendalikan menyangkut maslah mirasnya karna kenakalan 
remaja, pemerkosaan, pencurian dan segala bentuk kriminalitas lainnya itu 
biasa dipicu dari Miras”49 
 
                                                           
49wawancara  dengan bapak Rudi Mangunsong selaku ketua badan legislatife Kabupaten Bera 
07/11/2016 
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Pada pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengendalian 
yang menyangkut salah satunya, seperti miras sehingga penyimpangan atau 
penyelewengan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan secara efektif. 
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan 
hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat 
dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan 
kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama 
mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 
sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun 
suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan 
lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. 
Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk 
formal dari suatu kebijakan publik. Maka substansi dari peraturan daerah memuat 
ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi 
yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah 
merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan 
salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan distributive justice. Melalui kewenangan 
tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok 
masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, anggota DPRD diharuskan memiliki 
pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari supremacy of law, ada 
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keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrumen yang 
memberikan kepastian mengenai arah pembangunan nasional50. 
Peraturan digunakan untuk menjelaskan tindakan apa saja yang boleh 
dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai 
tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam 
pengambilan keputusan. Peraturan, kebijakan dan prosedur ini berfungsi sebagai 
pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan pelarangan pengedaran dan 
penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau agar berjalan secara efektif 
sehingga memastikan apakah pelaksanaan perda nomor 11 tahun 2010 telah sesuai 
dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Kabupaten 
Berau. Disisi lain hadirnya perda ini memberika sisi positif bagi masyarakat, 
sebagaimana Wawancara dengan Gofri C.H, S.H, bahwa : 
“Saya kira perda ini cukup bagus, dengan adannya peraturan daerah  
nomor 11 tahun 2010 ini, cukup menjamin kelangsungan dari pada anak-
anak muda dimana bahwa kita tau sendriri bahwa pengaruh dari miras ini 
sangat tidak baik, dan banyak hal yang kadang-kadang disalahgunakan, 
walaupun sebenarnya alcohol itu ada juga gunanya untuk pengobatan, tapi 
lebih banyak disalahgunakan. Kalau kita mengacu terhadap perda ini 
tentumnya perda ini mengatur tentang minuman beralkohol. Kita tentunya 
sangat support dan sangat mendukung dengan adanya perda ini”.51 
  Menurut wawancra diatas, bahwa dengan adanya peraturan daerah 
nomor 11 tahun 2010 ini, cukup menjamin dengan kurangnya tindakan kriminal 
yang terjadi di masyarakat Berau. Ini disebabkan karena pemerintah daerah 
mampu mengoptimalkan dengan adanya peredaran minuman keras. 
                                                           
50 J Ageng Purwo, Konsep Kebijakan Publik, Jakarta, 2012, h. 49 
51 Wawancara dengan bapak Gofri C.H, S.H, 13/11/2016  
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Disisi lain, wawancara dengan Rusni, mengatakan bahwa : 
“saya kira bagus, pemerintah sudah berusaha menjauhkan barang haram ini 
dari lingkungan masyarakat dengan di berlakukannya perda nomor 11 tahun 
2010 ini, karena kalau kita sebagai umat islam, alcohol ini kan salah satu 
barang yang haram. Karena kalau seandainya kita sebagai masyarakat 
sendiri ada seseorang yang mengkonsumsi barang haram ini, maka sudah 
pasti ada fikiran-fikiran yang negatif yang timbul di fikiran mereka yang 
meminum alcohol itu sendiri, dan kalau sudah begitu pasti timbullah 
permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Jadi ketika pemerintah 
mencanangkan memberlakukan perda ini, saya pribadi sangat setuju dan 
pastinya sangat mendukung, karena dengan adanya perda ini insyaallah 
penyakit-penyakit di masyarakat yang berhubungan denga alcohol bisa 
berkurang dan kalau bisa tidak ada lagi di masyarakat”52. 
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulakan bahwa kedua informan 
sangat mendukung adanya perda nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau. Sehingga 
pengawasan perda tersebut diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan 
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif 
dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 
dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana penyimpangan yang terjadi 
dalam pelaksanaan kerja tersebut. 
Di Kabupaten Berau perda miras diakui memang sangat dibutuhkan untuk 
menyelamatkan generasi dan mengurangi kriminalitas, mengingat bahwa fungsi perda 
tersebut salah satunya mengurangi peredaran miras sehingga tidak terjual bebas. 
Namun dalam hal ini Kemendagri terus berupaya untuk mencabut perda Nomor 11 
Tahun 2010 dengan alasan menghambat investor luar untuk masuk. Kemudian, agar 
                                                           
52 Wawancara dengan Rusni, 14/11/1016 
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fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya 
DPRD Kabupaten Berau harus mampu meluruskan kebijakan berdasarkan fungsi dan 
aturan-aturan yang ada dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perda Nomor 
11 Tahun 2010 terutama di Kabupaten Berau.  
2. Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Proses Fungsi Pengawasan DPRD di 
Kabupaten Berau. 
Pemerintah pusat mempunyai peran yang besar dalam pengawasan 
pengawasan kebijakan di daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh penyelenggara 
pemerintahan di pusat tidak dapat dilakukan semaunya, materi pengawasan terhadap 
peraturan daerah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, bahwa peraturan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum, sedangkan tata cara pengawasan dilakukan oleh penyelenggara 
pemerintahan di pusat yang merupakan kewajiban pemerintahan daerah untuk 
memberikan peraturan daerah dimaksud setelah disahkan sesuai dengan prosedural 
tertentu. 
Newman berpendapat bahwa “control is assurance that the performance 
conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk 
menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan 
demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan 
selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan 
tersebut. Berbeda dengan Newman, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan 
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adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara defacto, sedangkan 
tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang 
dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.53 
Sedangkan Manan memandang “kontrol” sebagai sebuah fungsi sekaligus 
hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol 
mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan 
arahan (directive). 
Menurut penulis, makna dasar dari pengawasan adalah (i) pengawasan 
ditujukan sebagai upaya pengelolalaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (ii) adanya 
tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (iii) adanya kegiatan untuk 
mencocokkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; (iv) mencegah 
terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; serta (v) adanya 
tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang 
ditetapkan. 
Pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-
kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga 
untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. 
Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 
yang turut menentukan kualitas akhir dari pengawasan dan pemeriksaan yang 
dilakukan.  
                                                           
53 William H Newman, Administrative Action, London: Prentice Hall,.Inc, 1963, h. 34 
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Adapun faktor pendukung dari proses pengawasan terhadap pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau, yaitu: 
1. Kerja sama antara aparat pemerintah 
Dalam menekan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman 
beralkohol di Kabupaten Berau, pemerintah daerah melakukan kerjasama oleh 
beberapa aparat pemerintah dengan instansi yang terkait seperti, Satpol PP, POM-
ABRI, TNI, POLRI, dan DISHUB. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iramsyah selaku KASI 
Oprasional Satpol PP bahwa:  
“sosialisasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau saat 
disahkan langsung dilakukan sosialisasi melalui pihak Satpol PP, 
kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut sudah berjalan 
dengan baik. Adapun sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan 
atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta adapun 
dalam bentuk media, radio, televise, koran dan juga baligho”.54 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sosialisasi 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan 
penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau saat disahakan langsung 
dilakukan sosialisasi oleh pihak Satpol PP kepada masyarakat khususnya di kota 
Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan pelaksanaan sosialisasi tersenut sudah 
berjalan dengan baik. Walaupun ternyata bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh 
pihak Satpol PP itu hanya baru berlangsung selama beberapa kali saja, sehingga 
mengakibatkan kurang efisiennya dan belum maksimal. 
 
 
 
 
 
                                                           
54 Wawancara dengan bapak Iramsyah selaku KASI Oprasional Satpol, 18/11/2016 
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2. Sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran 
dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau 
Sosialisasi peraturan daerah tentang pelarangan pengedaran dan penjualan 
minuman beralkohol di Kabupaten Berau, bahwa sosialisasi merupakan bentuk 
tindakan dari Pemerintah Daerah dalam mengenalkan produk hukum atau 
peraturan daerah kepada kalangan masyarakat umum Kabupaten Berau. Sehingga 
setiap peraturan daerah yang keluarkan oleh Pemerintah Daerah haruslah 
melakukan sosialisasi tentang isi dari peraturan daerah tersebut, agar peraturan 
daerah tersebut dapat dipahami serta dapat terlaksana dengan baik di masyarakat 
Kabupaten Berau. 
3. Peran  masyarakat dalam mengawasi peredaran minumsn beralkohol 
dalam hal ini, masyarakat di Kabupaten Berau juga mempunyai peran 
penting dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol, seperti 
yang telah tertuang pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 Pasal 10 bahwa 
masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan pengguanaan 
minuman beralkohol melalui kegiatan: 
a. Memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan 
minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang. 
b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang 
berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol. 
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Adapun faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pengawasan terhadap 
pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau 
adalah sebagai berikut: 
1. Penghapusan perda tentang pelarangan pengedaran dan penjualan 
minuman beralkohol di Kabupaten Berau. 
Dalam permasalahan yang terjadi di DPRD Kabupaten Berau, mengenai isu 
penghapusan perda nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan 
penjualan minuman beralkohol di Kabuapaten Berau yang di canangkan oleh 
Kemendagri, sehingga menuai permasalahan dan kontraversi yang mempengaruhi 
proses pengawasan perda tersebut, hal ini sesuai dengan tanggapan atau apa yang 
dikatakan oleh Pak Iwan Setiawan sebagai Kasubag peraturan perundang-undangan 
dalam wawancaranya dalam hal rencana penghapusan perda No 11 tahun 2010 DPRD 
di Kabupaten Berau mengatakan bahwa. 
“Mengenai rencana penghapusan Perda No 11 tahun 2010 di Kabupaten 
Berau, pemerintah pusat itu hendaknya kalau mau menghapus, membatalkan 
atau apapun namanya, harus memperhatikan juga situasi daerah dan 
memperhatikan kondisi masyarakat di daerah tersebut, kalau memang 
masyarakatnya itu menginginkan pelarangan yaudah jangan dipaksakan 
untuk melarang, ngapain lagi diatur, jadi okelah kalau misalkan ada daerah 
yang mau melarang silahkan saja, tapi kan kondisi masyarakat di 
masyarakat berau itu memang kemauan dari masyarakat sendiri untuk 
melarang, nah itukan bukan suatu kebaikan, nah kenapa kok keinginan untuk 
baik itu di halang-halangi dengan dicabutnya perda ini. malah justru 
seharusnya pemerintah pusat mendorong sesuatu saran yang baik itu.55 
 
                                                           
55 Wawancara oleh Iwan Setiawanselaku  Kasubak Peraturan Perundang-undangan.  
02/11/2016 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas mengindikasikan adanya sebuah kondisi 
dilematis yang dialami oleh anggota DPRD Kabupaten Berau dalam hal pengawasan 
perda Nomor 11 tahun 2010 tersebut. Di satu sisi menurut anggota DPRD perda ini 
memiliki tujuan yang baik terhadap kehidupan sosial masyarakat  Kabupaten Berau 
namun disisi lain adanya sebuah wacana bahwa perda ini akan di hapuskan karena 
secara ekonomi berdampak pada menghambat jumlah infestasi di indonesia, sehingga 
secara tidak langsung wacana ini menghambat tingkat totalitas pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD. Penulis menjustifikasi bahwa penerapan atau rencana 
penghapusan Perda No 11 tahun 2010 diatas itu menjadi keprihatinan tersendiri oleh 
masyarakat. Menurut pendangan Iwan Setiawan, beliau sangat tidak mendukung 
penghapusan Perda tersebut karena menurutnya perda tersebut adalah murni suara 
rakyat dan sangat dibutuhkan di Kabupaten Berau. Hal tersebut senada dengan apa 
yang dikatakan oleh Rudi Hatta dalam tanggapannya mengenai perda tersebut yakni 
sebagai berikut: 
“kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus. Pemerintah suda berusaha 
untuk menjauhkan barang haram tersebut sehingga masyarakat berau sendiri 
aman dari barang tersebut, bukan cuma itu kita juga sebagai ummat islam itu 
termasuk barang yang haram, karena kalau seandainya kita sebagai 
masyarakat sendiri ketika orang-orang yang mengkonsumsi barang yang 
beralkohol, berarti sudah ada pikiran yang negatif terkait dengan orang lain, 
ya bisa saja mungkin nanti terjadi masalah-masalah di masyarakat, mungkin 
tindak kriminalitas di masyarakat dan sebagainya karena ketika orang 
meminum alcohol itu pasti pikirannya tidak sehat hingga tidak sadar dan 
sebagainya apapun apa yang ingin dilakukannya yah dilakukan hingga tak 
menutup kemungkinan akan terjadinya pembunuhan, pemerkosaan dan lain 
sebagainya, sehingga ketika ada perintah pencegahan pemberlakuan perda 
tersebut maka masyarakat dengan berhati-hati atau mungkin tidak akan 
mengomsumsinya lagi, hingga insya allah ketika pencegahan itu 
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diberlakukan maka penyakit-penyakit masyarakat seperti tadi apa yang saya 
jelaskan akan berkurang dan hilang.56 
Hasil wawancara tersebut merupakan representasi dari suara masyarakat 
Kabupaten Berau melaui tokoh agama yang menginginkan agar perda nomor 11 
tahun 2010 tentang pelarangan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol 
tersebut harus di pertahankan. Penulis beranggapan bahwa menjadi sebuah tantangan 
tersendiri bagi anggota DPRD Kabupaten Berau selain pengawasan juga untuk 
mempertahan perda ini sebagai wujud memperjuangkan aspirasi masyarakat 
Kabupaten Berau yang menginginkan perda ini tetap berlaku. 
Kehadiran peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 diharapkan dapat 
mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-
pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang 
menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, 
seperti: pemerkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian 
dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman berakohol. di Kabupaten 
berau sendiri perda tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman 
beralkohol akan di hapus kemendagri akan tetapi mendapat penolakan dari pihak 
pemerintah daerah dan masyarakat sebagaiamana tentunya perlu melakukan 
pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi ingin 
yang dijual bebas. Di  Kabupaten Berau, implementasi peraturan daerah nomor 11 
tahun 20010 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping 
sosialisasinya belum sampai ketingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi 
terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap perda 
                                                           
56 Wawancara dengan Rudi Hatta selaku tokoh agama, 02/11/2016 
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tersebut. hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat 
terhadap perda tersebut. 
2. Pengawasan DPRD terhadap miras yang belum maksimal 
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak 
roda pegawasan dalam usaha mewujudkan elemen pengawasan yang sangat penting, 
karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin 
dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian 
tujuan pegawasan. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan harus 
menguasai pengetahuan tentang mekanisme pengawasan ini yang merupakan tolak-
ukur dalam melakukan pengawasan agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan. 
Pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di 
Indonesia yaitu pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan 
dengan tepat sesuai rencana, dan apabila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-
tindakan perbaikan, pemeriksaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pengawasan.57 
Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan 
good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. 
Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan DPRD di Kabupaten Berau, 
diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur 
kinerja pemerintahan tersebut. Hal tersebut, umum dialami oleh organisasi publik 
karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. 
Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan. 
Terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu informan 
yang menyangkut masalah proses pengawasan, terutama pengawasan terhadap perda 
                                                           
57 George R Terry, Prinsip-Prisip Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 110 
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nomor 11 tahun 2010 yang menunjukkan bahwa perda tersebut sudah berjalan 
sebagaimana mestinya, yaitu wawancara yang dijelaskan oleh Abdul Waris 
mengatakan bahwa: 
“masalah proses pengawasan yang sudah berjalan atau tidak, menurut saya 
itu memang masih relatif, tetapi sejauh ini kita sudah melakukannya 
seoptimal mungkin, salah satunya dengan mendorong aparat pemerintah 
seperti satpol PP yang gencar-gencarnya melakukan razia seperti di tempat-
tempat hiburan malam yang pastinya masih menjual minuman beralkohol, 
sebisa mungkin kita meminimalisir agar minuman beralkohol ini tidak ada 
lagi di Kabupaten Berau”.58 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas mendiskripsikan bahwa sudah adanya 
sebuah upaya mengenai proses pengawasan dari DPRD setempat melaui Satpol PP 
namun yang menjadi kendala seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa 
secara umum di Indonesia belum ada semacam indikator sebagai tolak ukur mengenai 
tingkat keberhasilan suatu proses pengawasan terhadap kebijakan baik itu yang 
bersifat Undang-undang maupun perda, sehingga salah satu cara untuk menilai 
keberhasilan dalam proses pengawasan terhadap perda nomor 11 tahun 2010 tentang 
pelarangan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau 
adalah dengan melihat hasil akhir berupa tujuan perda tersebut yaitu meminimalisir 
peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Berau. Hal ini senada dengan 
karakteristik kebijakan publik menurut Nugroho yang mengatakan bahwa tolak ukur 
kebijakan publik adalah yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah 
ditempuh. 
                                                           
58Wawancara dengan Abdul Waris selaku Ketus Komisi I DPRD Kabupaten Berau. 
01/11/2016 
70 
 
Adapun wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan yang 
bernama Abdul Waris selaku komisi III mengenai penghapusan Perda 
nomor 11 tahun 2010 yang dicanangkan oleh Kemendagri, yakni :  
“wacana itukan dari pusat, bahwa Kemendagri mengefaluasi semua 
perda seindonesia, apakah bertentangan dengan aturan-aturan di 
atasnya. Salah satunyan yang menjadi sorotan di Kabupaten Berau 
adalah pelarangan miras, itu dianggap oleh Kemendagri bahwa perda ini 
menghambat investasi.Tentu kami melihat bahwa ini adalah hak setiap 
daerah dimana daerah sebagai daerah otonomi yaitu mengatur dirinya 
sendiri termasuk mengatur hal-hal yang sifatnya seperti itu. Tetapi disisi 
lain juga kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tapi kita 
juga masih tetap berkomitmen namun kalau perda ini tidak sesuai dengan 
peraturan diatasnya memang secara otomatis tidak berlaku.  Tetapi kami 
sebagai pemerintah daerah tentu dari segi positif dan hal-hal yang 
berdampak baik, kita akan perjuangkan perda ini tetap melarang untuk 
dihapuskan.59 
 
Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa meskipun ada 
wacana akan dihapuskannya perda No 11 tahun 2010 mengenai pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang sampai saat sekarang ini 
masi menuai perbincangan dan pertentangan diantara dua belah pihan, namun 
melalui Rudi Hatta dan Abdul Waris selaku Ketua Komisi III mengatakan akan 
tetap memperjuangkan perda tersebut.  Karena menurutnya  peraturan atau perda 
no 11 tahun 2010 tersebut adalah merupakan hak otonom sebuah daerah untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri sehingga ada peluang untuk mempertahankan 
perda tersebut dengan alasan sebagai aspirasi rakyat dengan tujuan kesejahteraan 
sosial masyarakat setempat khususnya masyarakat Kabupaten Berau. 
 
                                                           
59Wawancara dengan Abdul Waris selaku Komisi III DPRD Kabupaten Berau. 01/11/2016 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pada Proses fungsi pengawasan DPRD di kabupaten Berau terhadap 
implementasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 dengan hadirnya Perda Nomor 
11 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol  
menjadi tantangan anggota DPRD Kabupaten Berau sebagai fungsi pengawasan demi 
kemajuan daerah. Namun dalam hal ini Kemendagri terus berupaya untuk mencabut 
perda Nomor 11 Tahun 2010 dengan alasan menghambat investor luar untuk masuk. 
Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lenih mampu menekan terjadinya 
penyimpangan, artinya DPRD Kabupaten Berau harus mampu meluruskan kebijakan 
berdasarkan  fungsi dan aturan-aturan yang ada dan melaksanakan fungsi pengawasan 
terhadap perda Nomor 11 Tahun 2010 terutama di kabupaten Berau. 
2.  Faktor yang mempengaruhi jalannya proses fungsi pengawasan DPRD 
Kabupaten Berau, faktor pendukung dan faktor penghambat yang terbagi atas 
beberapa bagian yaitu: 
a. Faktor pendukung 
Adapun faktor pendukung dari proses pengawasan terhadap pelarangan 
pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau, yaitu: 
- Kerja sama antar aparat pemerintah 
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- Sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol 
- Peran masyarakat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol 
b. Faktor penghambat 
Adapun faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pengawasan terhadap 
pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau 
adalah sebagai berikut: 
- Penghapusan perda tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman 
beralkohol di Kabupaten Berau. 
- Pengawasan dprd terhadap miras yang belum maksimal 
 
B. Implikasi 
    Adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
1. Dewan perwakilan rakyat daerah harus menjaga netralisasi sebagai wujud dari 
terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan contoh yang baik 
terhadap masyarakat. 
2. Masyarakat harus betul-betul melihat kualitas dan kapabilitas calon pemimpin 
daerah yang betul- betul sama ucapan dan perkataannya. 
3. Sebagai bahan pembelajaran bagi para ilmuan sosial untuk memanfaatkan 
hasil penelitian ini sebagai wawasan pengetahuan dalam melihat pelaksanaan fungsi 
pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah khususnya terhadap perda nomor 11 
tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di 
kabupaten berau. 
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